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4. Masyarakat.
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TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 YANG RAMAH ANAK

A. Latar Belakang

Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Pasal 15 huruf a
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan
bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari
penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Anak sesuai dengan ketentuan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
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Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun
2019 dan Pemilihan Tahun 2020, masih banyak ditemukan pelibatan
anak yang belum memiliki hak pilih dengan modus dan model yang
beragam. Untuk mencegah keberulangan pelanggaran pelibatan anak
dalam kegiatan politik tahun 2024, perlu menetapkan Surat Edaran
Bersama tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak.
B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi peserta
Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, gubernur, bupati/wali kota,
dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Serentak Tahun 2024 yang ramah anak.

Surat Edaran Bersama ini bertujuan untuk melindungi dan
memenuhi hak anak dengan tidak mengeksploitasi anak atau sarana
anak dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak
Tahun 2024 demi kepentingan terbaik bagi anak.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Bersama ini mencakup upaya perlindungan anak dari
penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan
serentak tahun 2024.

D. Dasar

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nemeor 1 Tehun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan

Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 869).

E. Isi Surat Edaran

1. Peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, gubernur,

bupati/wali kota, dan masyarakat melakukan wupaya untuk

menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun

2024 yang Ramah Anak, dengan cara:

a. Melakukan upaya perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

dengan cara tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

1)

4)

melibatkan anak dalam kegiatan kampanye dan/atau kegiatan
lain dalam rangka memperoleh dukungan bagi peserta Pemilu
dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kecuali bagi anak yang
sudah memiliki hak pilih;

menyalahgunakan dan/atau memalsukan identitas anak agar

masuk ke dalam daftar pemilih;

menyalahgunakan fasilitas anak, seperti tempat bermain,
satuan pendidikan kecuali perguruan tinggi sesuai ketentuan,
dan lain-lain, untuk kepentingan kampanye;

melibatkan anak dalam pembuatan foto, video, atau alat peraga
lainnya yang digunakan sebagai materi kampanye yang
disebarluaskan melalui media massa cetak, media massa

elektronik, media digital, dan media lainnya;

melibatkan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk

memilih peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

menampilkan anak di atas panggung kampanye peserta Pemilu

dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk hiburan;

melibatkan anak untuk memasang dan/atau menggunakan
atribut kampanye peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak

Tahun 2024;

melibatkan anak dalam praktik politik uang;
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9) melakukan eksploitasi dan/atau melibatkan anak untuk
melakukan tindak kekerasan pada masa penyelenggaraan

Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

10) melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan
diskriminatif lainnya kepada anak yang orang tua dan/atau
keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;

dan

11) memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon

peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Melakukan penyebarluasan informasi mengenai tindakan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 angka 1) sampai dengan 11)
kepada pendukung peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun
2024 dalam berbagai bentuk media, seperti poster, banner, iklan
layanan masyarakat, dan media lainnya, dan melaporkan jika
mengetahui adanya dugaan pelanggaran kepada pihak yang

berwenang.

Melaksanakan pendidikan politik bagi anak yang telah dan akan
menjadi pemilih pemula bekerjasama dengan pemangku

kepentingan lain.

2. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Serentak Tahun 2024 yang ramah anak, gubernur dan bupati/wali
kota:

a. menyediakan layanan yang cepat dan terintegrasi untuk

penanganan kasus yang melibatkan anak, atau mengakibatkan
anak menjadi korban pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu
dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

melaporkan secara berjenjang kegiatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dengan mekanisme:

1) bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat di daerah; dan
2) gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melaiui Direktur

Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
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F. Penutup

Surat Edaran ini mulai beriaku pada tanggai ditetapkan.

Demikian Surat Edaran Bersama ini disampaikan untuk menjadi perhatian

dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua pihak untuk kepentingan

terbaik bagi anak Indonesia dalam menyukseskan pemilu dan pemilihan

serentak Tahun 2024 yang ramah anak.
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